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” Kurang lebih temuan itu
berkisar sekitar 270 juta,
yang terdapat di sejumiah SKPD,”

Imran M Lataha
Kepala Inspektorat Kota Palu

PALU - Dari Laporan (BPK) Perwakilan Sulteng,
Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuan:
yang dilakukan Badan gan Pemkot Palu belum la- 3
Pemeriksaan  Keuangan ma ini, ditemukan banyak Surmvao

kejanggalan.

Ditegaskan Kepala
Inspektorat Kota Palu,
Imran M Lataha kepa-
da Radar Sulteng kema-
rin (4/1), temuan terse-
but berasal dari bebera-
pa SKPD di lingkungan
Pemkot Palu. Ada sekitar
21 temuan. Namun, kata
Tmran, dari hasil Karifi-
kasi yang tersisa terdapat
twjuh kelompok temuan.
Di antaranya, adanya per-
tanggung jawaban yang

belum lengkapy kekuran-
gan volume pekerjaan,
kemahalan harga serta
ketidaktepatan penempa-
tan pos anggaran.
“Kurang lebih temuan
itu berkisar sekitar 270 ju-
ta, yang terdapat di sejum-
1ah SKPD,” katanya.
Karena itu, lanjut
Imran, BPK telah memin-
ta Inspektorat untuk me-
nindaklanjuti dari temuan-
temuan tersebut, =
= Baca BPK Hal 14




image4.jpeg
persal

Rp400Jutalebihatasklaimta-
hun 2012. Pihak Dinas Kese-
hatan beralasan, dana terse-
but tidak bisa cair lantaran
lambat diklaim atau sudah
tutup buku. Padahal menu-
rut keterangan Puskesmas,
klaim diajukan jauh hari se-
belum tutup buku. Selain itu,
juga diketahui pemasukan
PADdaridanaJampersaltelah
mencapai 190 persendaritar-
get PAD sektor Jampersal. Itu
berarti dana Jampersal telah
100 persendiklaim oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bang-
kep.(bar)
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Batasan Waktu Penyelesaian Hasil
Temuan BPK Hingga Februari

BPK
. Dari Hal 13

Hasilnya kata Imran,
ada sebagaiana dinas
telah menyelesaikan dan
memperbaiki
tersebut. “Ada beberapa
dinas yang sebagaian be-
sar telah menyelesaikan.
Seperti  Dishub, PU,
Dinkes, Dinas Pendidikan,
dan DPPKAD, dan Dinas
Pertanian,” tegasnya,

Diterangkannya, un-
tuk Dinas Perhubungan,
Komunikasi, dan
Informatika (Dishub-
kominfo) Kota Palu sam-
pai saat ini masih dalam
proses mencicil pengem-
balian  dari adanya
temuan tersebut. Karena

masalah

dalam - temuan BPK,
Dishubkominfo  terkait
kemahalan barang.
“Barang yang diambil
itu harganya terlalu ma-
hal. Padahal harga ses-
uai pasaran tidak men-
capai harga yang digu-
nakan. Kesalahannya
karena dinas perhubun-
gan mengambil barang
hanya pada satu peru-
sahaan,” katanya.
Seharusnya, kata
Imaran, Dishubkominfo
harus menggunakan sur-
vei pembanding mini-
mal 3 perusahan. Jadi

harga yang paling rendah, ..

yang diambil. Bukan ba-
rang yang paling mahal.
"Karena itu BPK menilai
itu merupakan temuan

kemahalan
jelasnya.
Sementara
tuk temuan di Dinas
PU Kota Palu, yakni
kekurangan volume pe-
kerjaan. Misalnya, jalan
yang harusnya diker-
jakan lebarnya 10 me-
ter, namun berdasar-
kan temuan BPK lebar
jalannya hanya 9 meter.
“Memang  pekerjaanya
selesai 100 persen, na-
mun itulah permasalah-
an kekurangan volume,”

barang,”

un-

tegasnya.
Karena itu, Imran
memberikan  batasan

waktu untuk melaku-
kan penyelesaian hasil
temuan BPK RI hingga
Februari 2016. “Untuk

Dishub itu kurang lebih
kemahalan harga men-
capai 63 Juta . Karena ke-
mahalan dalam penye-.
waan alat-alat yang ter-
lalu mahal. Namun dari
63 juta sebagaian telah
dicicil, sisa beberapa ju-
ta saja,” katanya.

Diakui Imran, memang
sebenarnya permasalah-
annya yang terjadi, kare-
na banyaknya kekeliru-
an administrasi. “Inilah
yang terjadi, bukan kare-
na dikorupsi atau apa.
Namun sejumlah SKPD
sudah  menyelesaikan
pengembaliannya. Dan
kita targetkan  hasil
pengembaliannya itu se-
lesai sebelum Februari,”
pungkasnya.(nto)





